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ABSTRAK

Pembelaan terpaksa adalah suatu konsep yang berasal dari prinsip bahwa
hukum harus melindungi hak seseorang untuk mempertahankan diri dalam situasi
darurat di mana tidak ada pilihan selain melakukan tindakan yang dalam situasi
normal dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pembelaan terpaksa dibagi menjadi
2 yang telah diatur pada Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa dan
Pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
Dalam penerapan aturan tersebut sering kali menimbulkan permasalahan terkait
dengan kepastian hukum termasuk kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang
Nomor 373/Pid.B/2020/PN PDG. Ketidakpastian hukum mengganggu salah satu
indikator negara hukum dan nilai kepastian hukum yang menjadi tujuan hukum.
Permasalahan yang muncul adalah bagaimana kepastian hukum terhadap penerapan
aturan pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada Putusan Pengadilan Negeri
Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN PDG. Jenis penelitian yang digunakan adalah
normatif, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif-analitis, jenis dan teknik
pengumpulan data menggunakan data sekunder dengan teknik studi kepustakaan,
pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan
pendekatan kasus, teknik analisis data menggunakan kualitatif dengan metode
analisis deduktif. Kepastian hukum merupakan sebuah tujuan yang ingin dicapai
dalam hukum, karena keberadaannya sebagai suatu nilai. Penerapan aturan
pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam Putusan Pengadilan Negeri
Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN PDG belum mencerminkan kecermatan dan
konsistensi dalam menilai proporsionalitas antara ancaman dan tindakan terdakwa.

Kata kunci: Pembelaan Terpaksa, Kepastian Hukum, Negara Hukum



ABSTRACT

Self-defence is a concept based on the principle that the law must protect an
individual’s right to defend themselves in emergency situations where there is no
choice but to take actions that, under normal circumstances, would be considered
a violation of the law. Self-defense is divided into two categories: one regulated
under Article 49 paragraph (1) of the Penal Code (KUHP) concerning self-defense
and Article 49 paragraph (2) of the KUHP concerning excessive self-defense. The
application of these rules often raises issues related to legal certainty, including in
the case of the Padang District Court Decision No. 373/Pid.B/2020/PN PDG. Legal
uncertainty disrupts one of the key indicators of a rule of law state and the value of
legal certainty, which is a legal objective. The issue that arises is how legal
certainty applies to the implementation of the excessive self-defense rule in the
Padang District Court Decision No. 373/Pid.B/2020/PN PDG. This research is
normative, descriptive-analytical in specification, using secondary data collected
through library research techniques. The research approach used is the statutory
approach and the case approach, with qualitative data analysis using a deductive
method. Legal certainty is a goal to be achieved in law because it exists as a value.
The application of the excessive self-defense rule in the Padang District Court
Decision No. 373/Pid.B/2020/PN PDG has not reflected accuracy and consistency
in assessing the proportionality between the threat and the defendant's actions.

Key Word: Self-defence, Legal Certainty, State Law
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